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 Prinsip first to file dijadikan dasar pemberian hak eksklusif atas merek di Indonesia 

sehingga perlindungan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu melakukan 

pendaftaran. Seiring berkembangnya ekonomi digital berbagai persoalan seperti 

trademark squatting dan pendaftaran merek beritikad tidak baik semakin banyak 

ditemukan sehingga keadilan substantif belum sepenuhnya dapat diwujudkan. 

Melalui penelitian ini penerapan prinsip first to file dianalisis serta relevansi Teori 

Hukum Responsif Nonet dan Selznick dikaji sebagai dasar rekonstruksi 

penerapannya pada era disrupsi digital. Metode yuridis normatif digunakan dengan 

pendekatan perundang undangan konseptual dan studi kasus sengketa merek 

Arc'teryx. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip first to file masih 

dipertahankan sebagai instrumen kepastian hukum namun penguatan pemeriksaan 

itikad baik pengakuan terhadap hak pemakai pertama dan merek terkenal percepatan 

pembatalan pendaftaran beritikad tidak baik serta penafsiran yang lebih responsif 

masih perlu dilakukan. 
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PENDAHULUAN 

Transformasi pada pola interaksi aktivitas usaha dan pengelolaan ekonomi telah dipicu oleh 

perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat. Disrupsi diartikan sebagai 

tergantikannya sistem atau cara kerja yang telah digunakan oleh inovasi maupun teknologi baru yang 

kerap muncul tanpa diduga (Wibowo, 2025). Dalam ekonomi digital perubahan tersebut didorong oleh 

pemanfaatan platform digital dan kecerdasan buatan sehingga mekanisme bisnis serta hubungan dengan 

konsumen dijalankan melalui cara yang berbeda. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor 

perdagangan tetapi juga dihadapkan pada perubahan struktur serta kebijakan hukum kekayaan 

intelektual yang berlaku. Oleh karena itu pemahaman terhadap dinamika tersebut perlu dimiliki agar 
kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan dapat dirumuskan 

Perkembangan teknologi yang terus berlangsung telah diikuti oleh penciptaan berbagai inovasi 

untuk meningkatkan mutu produk dalam kegiatan usaha. Di Indonesia dampak disrupsi juga telah 
dirasakan pada bidang hukum merek yang pengaturannya dimuat dalam UU 20/2016. Ketentuan 

tersebut memuat pengaturan mengenai pendaftaran pembatalan penyelesaian sengketa hingga 

pemberian sanksi atas pelanggaran merek. Apabila penyelesaian melalui arbitrase tidak dapat dilakukan 

maka sengketa diselesaikan melalui proses litigasi di pengadilan. 

Kedudukan merek dalam kegiatan usaha dianggap sangat penting karena identitas asal barang 

maupun jasa ditunjukkan melalui merek. Tanpa keberadaan merek penentuan pilihan oleh konsumen 

akan dipersulit. Oleh sebab itu perhatian yang besar terhadap perlindungan merek selalu diberikan oleh 

pelaku usaha bahkan biaya yang lebih tinggi sering dialokasikan untuk mempertahankannya 

dibandingkan aset fisik perusahaan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh hubungan antara reputasi merek 

dan loyalitas konsumen sehingga tingkat kesetiaan konsumen akan ditentukan oleh citra merek yang 

dimiliki. 
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Persaingan dalam dunia usaha telah semakin diperketat oleh perkembangan perdagangan dan 

industri. Dalam kondisi tersebut peranan hukum HAKI menjadi semakin dibutuhkan untuk menjaga 

persaingan yang sehat serta mencegah pembajakan peniruan dan penggunaan merek tanpa hak oleh 

pihak yang bukan pemilik terdaftar (Ardian et al., 2025). Di berbagai kegiatan perdagangan masih 

banyak ditemukan produk bermerek yang dipasarkan dengan harga jauh lebih rendah sehingga sengketa 

atas kepemilikan merek sering ditimbulkan akibat pemalsuan barang. 

Sengketa merek dipahami sebagai perselisihan yang disebabkan oleh penggunaan atau peniruan 

merek tanpa persetujuan dari pemiliknya. Apabila pemakaian tanpa izin diketahui permohonan 

pembatalan merek akan diajukan ke Pengadilan Niaga agar perlindungan terhadap merek tetap 

diberikan dan penggunaan pada barang sejenis atau yang memiliki persamaan pokok dapat dihentikan 

(Shabillia et al., 2023). 

Indonesia merupakan negara hukum yang menerapkan sistem hukum merek yang berlandaskan 

prinsip first to file, yakni hak atas suatu merek diberikan kepada pihak yang lebih dahulu 

mendaftarkannya. Prinsip ini dirancang untuk menciptakan kepastian hukum dan efisiensi administrasi. 

Akan tetapi, dalam pelaksaanannya, prinsip ini kerap mengabaikan nilai-nilai mendasar seperti itikad 

baik dan legitimasi kepemilikan merek, yang pada akhirnya memunculkan berbagai konflik hukum di 
pengadilan. Konflik-konflik tersebut mengungkapkan kelemahan dalam sistem peraturan yang terlalu 

berfokus pada syarat formal pendaftaran, tanpa mempertimbangkan keadilan bagi pihak yang 

sebenarnya memiliki hak atas merek tersebut. 

Perkara mengenai merek Arc’teryx menjadi salah satu gambaran sengketa merek yang pernah 

terjadi di Indonesia setelah pendaftaran atas nama merek tersebut dilakukan oleh pihak lain tanpa hak. 

Walaupun pengakuan terhadap Arc’teryx telah diperoleh di berbagai negara perlindungan tidak 

langsung diberikan karena sistem merek di Indonesia didasarkan pada pendaftaran lebih dahulu. Oleh 

sebab itu kepastian hukum tidak dapat diperoleh sebelum pendaftaran resmi dilakukan. Agar 

perlindungan dapat diberikan pembuktian mengenai status sebagai merek terkenal serta adanya itikad 

tidak baik dari pihak pendaftar harus terlebih dahulu dipenuhi. Akibat dari keadaan tersebut potensi 

kerugian juga dapat dialami oleh konsumen karena asal produk dapat disalahpahami sehingga 

penyelesaian sengketa tidak hanya ditujukan untuk melindungi pemilik merek tetapi juga untuk 

menjamin perlindungan konsumen (Cariver, 2025). 

Dalam penelitian lain dengan kasus yang sama mengungkapkan bahwa sistem first to file pada 

dasarnya memberikan hak kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek, namun ketentuan ini 

tidak berlaku apabila pendaftaran tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik. Perlindungan terhadap 

pemilik merek asing masih menemui berbagai kendala dalam hal penegakan hukum. Oleh karena itu, 

diperlukan upaya peningkatan efektivitas hukum serta penguatan kerja sama antara pemilik merek asing 

dan lembaga-embaga terkait, guna mewujudkan kepastian hukum dan mencegah praktik perasingan 

usaha yang tidak sehat di Indonesia (Putri, 2026). 

Bisa kita lihat bahwa penerapan suatu hukum di era sekarang yang mayoritas sudah 

menggunakan platform digital sebagai media untuk bertransaksi sangat mempengaruhi berjalannya 

suatu kegiatan ekonomi di masyarakat. Merek-merek asing yang sangat terkenal namun belum resmi 

beroperasi di Indonesia rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab di 

platform e-commerce. Bagaimana pendaftaran merek palsu bisa berakibat masifnya penjualan suatu 

produk yang memanfaatkan celah digital. Hal ini memungkinkan siapa saja dapat berjualan produk 

dengan merek apapun secara masif dan lintas batas negara, termasuk menjual produk bermerek palsu 

atau merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik. Seorang penjual bisa dengan mudah 

mendaftarkan merek asing dan langsung membuka toko online dalam hitungan hari, sementara proses 

hukum pembatalan merek bisa memakan waktu bertahun-tahun. Dahulu ketika belum memasuki era 

digital seperti sekarang bentuk pelanggaran merek mungkin hanya terbatas toko di daerah tertentu. 

Namun di era digital sekarang satu akun penjual di satu e-commerce bisa menjangkau jutaan konsumen 

di seluruh Indonesia bahkan dunia. Hal ini berakibat kerugian pemilik merek asli jauh lebih besar. 

Apalagi untuk mencari tahu pelaku dibalik pemalsuan produk atau pendaftaran merek dengan itikad 

tidak baik beroperasi dibalik identitas digital sehingga akan sulit dilacak. 

Perubahan yang dibawa oleh ekonomi digital telah menjadikan pembaruan cara pandang 

terhadap hukum semakin diperlukan. Melalui Teori Hukum Responsif yang dikembangkan oleh Nonet 

dan Selznick hukum ditempatkan sebagai instrumen yang harus disesuaikan dengan perkembangan 

kehidupan masyarakat sehingga penerapan aturan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum. 
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Kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial dijadikan bagian penting dalam 

pelaksanaan hukum agar kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi (Syifaurrohmah & Zulfa, 2025).  

Dalam persoalan sengketa merek pendekatan tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk 

mengevaluasi sistem first to file karena perlindungan yang lebih adil bagi pemilik merek yang 

sebenarnya serta konsumen masih perlu diwujudkan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah teruraikan di atas, terdapat dua permasalahan yang akan 

dianalisis dalam paper ini, yakni: 

1. Bagaimana penerapan prinsip first to file dalam perlindungan merek di Indonesia era disrupsi 

digital? 

2. Bagaimana Teori Hukum Responsif dapat digunakan sebagai pendekatan dalam merekonstruksi 

penerapan prinsip first to file di era disrupsi digital? 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif dengan basis data sekunder. 

Pendekatan dalam studi ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue 

approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Penyajian data dan analisis dilakukan 
secara kualitatif.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Penerapan Prinsip First to File dalam Perlindungan Merek di Indonesia Era Disruspsi 

Digital  

Dalam sistem kekayaan intelektual fungsi pembeda atas produk maupun jasa diberikan kepada 

merek. Nilai identitas reputasi kualitas serta kepercayaan konsumen direpresentasikan melalui 

keberadaan merek. Oleh karena itu semakin luas pengakuan yang diperoleh suatu merek semakin tinggi 

pula nilai ekonomi yang dapat dihasilkan. 

Dalam praktik bisnis modern, merek telah berkembang menjadi aset strategis yang menentukan 

daya saing suatu perusahaan. Konsumen sering kali tidak hanya membeli suatu produk berdasarkan 

kualitas barang, tetapi juga mempertimbangkan reputasi yang melekat pada merek tersebut (Andhika 

& Ariyani, 2025). Oleh karena itu, merek yang telah memiliki reputasi tinggi memiliki nilai yang lebih 

besar dibandingkan sekadar produk fisik yang dijual. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan 

merek pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari proses penggunaan nyata di pasar yang membentuk 

kepercayaan konsumen. Hal tersebut menjadi alasan mengapa perlindungan hukum terhadap merek 

tidak hanya ditujukan untuk menjaga kepentingan pemilik merek, tetapi juga untuk mencegah adanya 

tindakan pihak lain yang memanfaatkan reputasi tersebut secara tidak sah. Penggunaan merek tanpa 

izin, peniruan, maupun pendaftaran oleh pihak yang tidak berhak dapat menyebabkan kerugian ekonomi 

bagi pemilik merek asli sekaligus menimbulkan kebingungan bagi konsumen. 

Muncul konsep merek terkenal (well known trademark) dalam perkembangan perdagangan 

global yang memperoleh perhatian khusus dalam sistem perlindungan hukum. Perlindungan terhadap 

merek terkenal merupakan bentuk pengakuan negara terhadap suatu merek yang telah memiliki reputasi 

tinggi serta dikenal secara luas oleh masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional (Arif, 

2025). Keistimewaan merek terkenal terletak pada nilai reputasi dan hubungan kepercayaan yang telah 

terbentuk antara merek tersebut dengan konsumennya.  

Di Indonesia, perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c UU 

MIG. Ketentuan di Pasal tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia sebenarnya mengakui adanya 

perlindungan terhadap merek yang memiliki reputasi tinggi/terkenal. Akan tetapi, permasalahan muncul 

karena sistem perlindungan merek Indonesia tetap menjadikan pendaftaran sebagai dasar utama 

lahirnya hak atas merek. 
Indonesia menganut prinsip first to file, yaitu sistem perlindungan merek yang memberikan hak 

eksklusif kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek (Ardian, 2025). 

Prinsip ini berbeda dengan sistem first to use yang dikenal dalam beberapa negara lain, di mana hak 

atas merek dapat muncul berdasarkan penggunaan nyata suatu merek dalam kegiatan perdagangan 

(Komeni & Anggraini).  Dalam sistem first to file, seseorang tidak cukup hanya membuktikan bahwa 

dirinya telah menggunakan suatu merek terlebih dahulu, melainkan harus membuktikan adanya 
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pendaftaran resmi agar memperoleh perlindungan hukum. Hal ini menyebabkan pendaftaran menjadi 

unsur yang sangat menentukan dalam memperoleh hak eksklusif atas merek. 

Pada dasarnya, prinsip first to file memiliki tujuan untuk menciptakan kepastian hukum dengan 

menentukan secara jelas siapa pihak yang berhak atas suatu merek. Melalui sistem ini, negara dapat 

memberikan perlindungan kepada pemegang sertifikat merek sehingga mengurangi potensi konflik 

kepemilikan. Namun, prinsip tersebut juga memiliki kelemahan karena menempatkan aspek formal 

pendaftaran sebagai dasar utama perlindungan, di mana tidak terdapat persyaratan dokumen yang 

mewajibkan pemohon untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar merupakan pemilik atau 

pengguna sah dari merek yang hendak didaftarkan. Apabila tidak disertai dengan pemeriksaan yang 

kuat terhadap itikad baik pemohon, sistem ini dapat membuka peluang bagi pihak tertentu untuk 

mendaftarkan merek yang sebenarnya telah memiliki reputasi dan hubungan kuat dengan pihak lain.  

Permasalahan utama dalam prinsip first to file muncul ketika berhadapan dengan merek terkenal 

yang telah memiliki reputasi internasional sebelum melakukan pendaftaran di suatu negara. Dalam 

kondisi tersebut, terdapat perbedaan antara pihak yang secara formal memiliki hak berdasarkan 

pendaftaran dengan pihak yang secara nyata telah membangun nilai ekonomi dan reputasi dari suatu 

merek. Perkembangan ekonomi digital semakin memperbesar persoalan tersebut.  Saat ini, sebuah 
merek dapat dikenal masyarakat luas melalui internet, media sosial, dan platform perdagangan digital 

tanpa adanya batas wilayah. Akibatnya, reputasi suatu merek dapat terbentuk terlebih dahulu sebelum 

pemilik merek melakukan pendaftaran secara nasional.  

Apabila prinsip first to file diterapkan secara kaku, maka pihak yang mendaftarkan merek 

terlebih dahulu dapat memperoleh perlindungan hukum meskipun tidak memiliki kontribusi dalam 

membangun reputasi merek tersebut. Situasi ini berpotensi melahirkan praktik trademark squatting, 

yaitu tindakan mendaftarkan merek milik pihak lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dari 

popularitas atau reputasi merek tersebut (Aidi & Justitia, 2016). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

perlindungan berdasarkan first to file memiliki keterbatasan karena belum sepenuhnya 

mempertimbangkan aspek substantif seperti penggunaan nyata, reputasi, serta hubungan antara merek 

dengan konsumen. 

Salah satu contoh permasalahan tersebut dapat dilihat dalam sengketa merek Arc’teryx, yaitu 

merek pakaian dan perlengkapan luar ruang (outdoor) asal Kanada yang telah dikenal secara luas di 

tingkat internasional. Arc’teryx memiliki reputasi sebagai merek premium dengan karakteristik dan 

identitas yang kuat di pasar global. Dalam kasus sengketa merek Arc’teryx tersebut, status well known 

tradermark menjadi faktor penting yang perlu dibuktikan. Merek ini dikenal luas di kalangan konsumen 

global berkat kualitas produknya yang tinggi, inovasi teknologi bahan, serta citra premium yang 

melekat kuat. Kriteria suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal di Indonesia merujuk 

pada Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016. Berdasarkan indikator-

indikator yang tercantum dalam tersebut, Arc’teryx memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai 

merek terkenal secara internasional, meskipun tidak serta merta mendapat perlindungan otomatis di 

Indonesia selama belum terdaftar secara resmi. 

Prosedur pendaftaran merek di Indonesia diatur dalam UU 20/2016 serta PERMENHAM 

67/2016. Pendaftaran merek dilakukan melalui DJKI Kementerian Hukum dan HAM. Secara umum, 

mekanisme pendaftaran merek tediri dari beberapa tahapan yang diatur dalam Pasal 13 hingga Pasal 23 

UU MIG. Proses keseluruhan pendaftaran secara normal memakan waktu antara 12 hingga 18 bulan. 

Dalam hal ini, sertifikat merek yang diterbitkan DJKI bersifat konstitutif, artinya hak merek baru lahir 

sejak tanggal pendaftaran resmi. Hal inilah yang menjadi celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak-

pihak tertentu untuk mendaftarkan merek asing yang sudah terkenal namun belum terdaftar di 

Indonesia, sebagaimana terjadi dalam kasus Arc’teryx. 

Sengketa merek Arc’teryx di Indonesia bermula ketika PT ATX Asia Sport Products 

mendaftarkan merek “Arc’teryx” di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Indonesia, 

mendahului pemilik asli merek tersebut yakni Arc’teryx yang berkedudukan di Kanada. Merek ini 

didaftarkan dalam kelas barang yang berkaitan dengan pakaian dan perlengkapan outdoor, sehingga 

berpotensi menghalangi pemilik merek asli untuk memasarkan produknya secara sah di wilayah 

Indonesia. Atas dasar tersebut, Arc’teryx Kanada mengajukan gugatan pembatalan merek melalui 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam persidangan, pihak penggugat berargumen bahwa mereknya 

telah dikenal secara luas di tingkat internasional sebelum pendaftaran di Indonesia dilakukan oleh PT 
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ATX Asia Sport Products, dan bahwa pendaftaran tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik (bad 
faith) sebagaimana dilarang dalam Pasal 21 ayat (3) UU MIG.  

Kasus Arc’teryx pada dasarnya merupakan cerminan nyata dari dampak disrupsi digital 

terhadap penerapan prinsip first to file. Reputasi Arc’teryx sebagai merek outdoor premium telah lebih 

dahulu terbentuk secara global melalui situs resmi, media sosial, komunitas pencinta alam bebas, dan 

berbagai platform e-commerce lintas negara, jauh sebelum merek tersebut secara resmi didaftarkan di 

Indonesia. Konsumen Indonesia dapat mengenal dan bahkan mengakses produk Arc’teryx melalui 

ruang digital tanpa terhalang batas wilayah, sementara secara formal perlindungan hukum atas merek 

tersebut belum ada karena belum terdaftar di DJKI. Jarak waktu antara terbentuknya reputasi digital 

dan pendaftaran resmi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh PT ATX Asia Sport Products untuk 

mendaftarkan merek “Arc’teryx” lebih dahulu, sebuah celah yang hanya dapat muncul karena 

percepatan arus informasi dan keterbukaan akses pendaftaran elektronik yang menjadi ciri khas era 

disrupsi digital. Kondisi ini menegaskan bahwa prinsip first to file, yang semula dirancang untuk 

konteks perdagangan konvensional dengan batas wilayah yang jelas, menjadi rentan disalahgunakan 

ketika berhadapan dengan karakteristik ekonomi digital yang bergerak cepat, lintas yurisdiksi, dan tidak 

mengenal sekat geografis. Dengan demikian, sengketa Arc’teryx tidak dapat dilepaskan dari konteks 
disrupsi digital, sebab persoalan yang muncul bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan 

konsekuensi struktural dari ketidaksesuaian antara logika pendaftaran berbasis wilayah dengan realitas 

reputasi merek yang terbentuk secara borderless di ruang digital. 

Apabila ditelaah lebih jauh, pola yang terjadi dalam kasus Arc’teryx pada dasarnya sejalan 

dengan fenomena yang dalam literatur hukum kekayaan intelektual dikenal sebagai trademark 
squatting. WIPO Intellectual Property Handbook mendefinisikan praktik ini sebagai pendaftaran atau 

penggunaan suatu merek asing yang pada umumnya telah dikenal luas namun belum terdaftar di suatu 

negara tertentu (Aidi & Justitia, 2016). Doris Long mengartikan trademark squatters sebagai pihak 

yang secara sengaja mendaftarkan merek milik orang lain sebelum pemilik aslinya sempat melakukan 

pendaftaran di yurisdiksi yang bersangkutan. Pola tersebut secara substansial mencerminkan apa yang 

dialami oleh Arc’teryx Kanada, yaitu pendaftaran merek oleh pihak yang bukan pemilik maupun 

pengguna asli, dengan tujuan memanfaatkan reputasi yang telah dibangun pemilik merek sebenarnya. 

Terdapat beberapa permasalahan hukum dalam sistem perlindungan merek di Indonesia 

berkaitan dengan kasus Arc’teryx ini. Pertama, terdapat ketimpangan antara prinsip first to file yang 

bersifat formalistik dengan keharusan melindungi merek terkenal yang diakui secara internasional. 

Sistem yang terlalu mengandalkan pendaftaran pertama tanpa disertai verifikasi mendalam mengenai 

itikad baik dan keterkaitan pemohon dengan merek tersebut membuka ruang bagi praktik trademark 
squatting yang merugikan pemilik merek asli. Kedua, terdapat kesenjangan penegakan hukum, di mana 

upaya pembuktian status merek terkenal membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang sangat besar, 

sehingga tidak selalu terjangkau bagi pelaku usaha asing yang ingin mempertahankan haknya di 

Indonesia. Ketiga, sistem perlindungan saat ini belum secara optimal mengintegrasikan perkembangan 

perdagangan digital, di mana merek dapat dikenal secara masif melalui platform daring jauh sebelum 

pendaftaran dilakukan di suatu yurisdiksi tertentu.  

Sebagai respons atas persoalan tersebut, analisis terkait penguatan sistem first to file based on 
use menjadi relevan untuk dipertimbangkan. Sistem first to file based on use perlu dipertimbangkan 

dengan tetap mempertahankan prinsip pendaftaran sebagai dasar lahirnya hak, namun disertai 

mekanisme kontrol tambahan berupa kewajiban bagi pemohon untuk menunjukkan bukti kepemilikan 

dan niat penggunaan nyata atas merek yang didaftarkan, sehingga mempersempit ruang bagi pihak yang 

sekadar ingin memanfaatkan reputasi merek orang lain. Selain itu, langkah  lain yang dapat ditempuh 

Indonesia adalah mempertimbangkan ratifikasi penuh atas Madrid System secara lebih optimal, yang 

memungkinkan pendaftaran merek dilakukan secara terpusat melalui Biro Internasional di WIPO 

sehingga perlindungan merek tidak lagi bersifat lokalistik, melainkan dapat berlaku di seluruh negara 

peserta perjanjian tersebut. Apabila kedua langkah ini diterapkan secara konsisten, potensi terulangnya 

kasus serupa Arc’teryx terhadap merek-merek asing lain yang hendak masuk ke pasar Indonesia dapat 

diminimalisasi secara signifikan. 

Dengan demikian, sengketa merek seperti Arc’teryx memperlihatkan adanya kebutuhan untuk 

menyeimbangkan antara kepastian hukum melalui first to file dengan perlindungan substantif 

berdasarkan penggunaan dan reputasi. Hal ini menjadi dasar bahwa sistem perlindungan merek di era 
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digital tidak cukup hanya berorientasi pada pendaftaran, tetapi juga harus mampu mempertimbangkan 

dinamika perdagangan dan perubahan sosial yang berkembang. 

2. Pendekatan teori hukum responsif dalam merekonstruksi penerapan prinsip first to file di 

era disrupsi digital.  

2.1 Teori Hukum Responsif Menurut Robert Nonet dan Philp Selznick 

Melalui Law and Society in Transition Toward Responsive Law yang diterbitkan pada tahun 

1978 teori tersebut pertama kali diperkenalkan Hukum diposisikan sebagai sarana yang bersifat dinamis 

Kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan nilai dan kebutuhan masyarakat dijadikan 

landasan utama Sifat yang tetap tidak dilekatkan pada hukum Keberadaannya dipahami sebagai bagian 

dari kehidupan sosial yang terus dibentuk dipengaruhi dan diarahkan oleh perkembangan masyarakat 

Hubungan dengan lingkungan sosial dipandang tidak dapat dipisahkan karena proses pembentukan 

hukum selalu ditentukan oleh konteks yang melingkupinya. 

Penekanan juga diberikan pada konteks sosial sebagai dasar pemahaman hukum Pengetahuan 

hukum tidak hanya diperoleh dari peraturan atau naskah hukum Praktik penerapan dalam kehidupan 

sehari hari juga dijadikan sumber pemahaman Dalam karya tersebut tiga bentuk perkembangan hukum 

telah dirumuskan yaitu repressive law autonomous law dan responsive law (Syifaurrohmah & Zulfa, 
2025). 

2.2 Konsep dan Hakikat Prinsip First to File 

Pada hakikatnya  first to file dibentuk untuk memberikan kepastian hukum. Karena hak 

diberikan berdasarkan prioritas pendaftar pertama, bukan semata-mata berdasarkan pengguna pertama. 

Hal ini mengilustrasikan prinsip konstitutif, yakni suatu prinsip yang menegaskan bahwa suatu hak 

tidak terlahir begitu saja melainkan dapat di berikan legitimasi melalui proses hukum yang sah. Dalam 

konteks suatu pendaftaran merek prinsip ini di kongkretkan melalui asas first to file (Solihin et al., 

2025). Pendekatan tersebut mencerminkan pilihan kebijakan hukum yang menempatkan kepastian 

hukum sebagai orientasi utama dalam pemberian perlindungan terhadap hak merek. 

Secara Normatif, sistem hukum merek Indonesia mengadopsi prinsip first to file. Literatur 

hukum kekayaan intelektual pada umumnya memandang bahwa prinsip first to file memberikan 

kejelasan mengenai siapa pemegang hak yang sah sehingga mampu mengurangi ketidakpastian dan 

konflik mengenai kepemilikan merek (Nurmalasari & Muryanto, 2024). Namun, beberapa penelitian 

juga menegaskan bahwa efektivitas prinsip tersebut tidak hanya bergantung pada mekanisme 

pendaftaran, melainkan juga pada kualitas pemeriksaan administratif dan integritas sistem registrasi 

(Dinwoodie, 2023). 

Menurut penulis, pandangan tersebut menunjukkan bahwa prinsip first to file tidak dapat 

dipahami hanya sebagai prosedur administratif untuk menentukan urutan pendaftaran. Prinsip ini 

sesungguhnya merupakan instrumen hukum yang dibangun untuk menciptakan kepastian mengenai 

subjek pemegang hak (Savira et al., 2026). Dengan demikian, legitimasi prinsip first to file terletak pada 

kemampuan menghadirkan kepastian hukum melalui mekanisme registrasi yang objektif (Davis & 

Zelechowski, 2023). Akan tetapi, karena legitimasi tersebut bergantung pada efektivitas sistem 

administrasi dan asumsi mengenai para pendaftar perlu di uji ketika lingkungan sosial dan ekonomi 

mengalami perubahan.  

Dengan demikian, prinsip first to file memiliki rasionalitas normatif yang kuat sebagai 

mekanisme penciptaan kepastian hukum dalam perlindungan merek. Namun kekuatan tersebut tidak 

bersifat absolut karena efektivitasnya bergantung pada kondisi yang melandasi penerapannya.  

Oleh karena itu, untuk memahami apakah prinsip first to file masih mampu menjelaskan fungsi 

tersebut dalam era disrupsi digital, kita perlu menganalisis asumsi-asumsi tersebut untuk menopang 

keberlakuan prinsip tersebut. 

2.3 Tantangan Penerapan Prinsip First To File dalam Platform Ekonomi Digital  

Perkembangan platform ekonomi digital telah mengubah secara fundamental cara merek 

diciptakan, digunakan, dipromosikan, dan diperebutkan dalam kegiatan perdagangan. Secara 

keseluruhan, pertumbuhan platform ekonomi digital di tandai oleh kemajuan teknologi yang pesat, 

peningkatan penjualan e-commerce, dan arus data lintas batas yang signifikan, yang secara bersama-

sama memperkuat integrasi ekonomi dan peluang pertumbuhan (Yuan et al., 2026). Perubahan tersebut 

menunjukkan bahwa objek perlindungan merek tidak lagi beroperasi dalam ruang perdagangan 

konvensional (Thio et al., 2024), melainkan dalam ekosistem digital yang bergerak lebih cepat, lintas 

yurisdiksi, dan sangat bergantung pada visibilitas daring. Akibatnya, potensi konflik kepemilikan merek 
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juga mengalami transformasi, baik dari segi bentuk maupun intensitasnya (Khatlawala, 2025). Dengan 

demikian, transformasi ekosistem platform ekonomi digital tidak hanya mengubah pola perdagangan 

dan pembentukan nilai ekonomi suatu merek, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai apakah 

asumsi-asumsi yang selama ini menopang penerapan prinsip first to file masih mampu menjawab 

kompleksitas perlindungan merek dalam lingkungan digital.  

Prinsip first to file pada dasarnya dibangun berdasarkan beberapa asumsi normatif, yaitu bahwa 

pendaftar pertama mendaftarkan merek bertindak dengan itikad baik (Savira et al., 2026). Sistem 

administrasi tersebut mampu melegitimasi hak secara memadai, serta urutan pendaftaran 

mencerminkan pihak yang dilindungi oleh hukum (Ardian et al., 2025). Namun, karakteristik platform  

ekonomi digital bersifat terbuka, lintas yurisdiksi, dan bergerak sangat cepat mulai menempatkan 

asumsi-asumsi tersebut pada situasi yang berbeda (Jon & Park, 2025), sehingga efektivitasnya 

memerlukan penilaian kembali. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan tidak serta merta 

terletak pada prinsip first to file itu sendiri, melainkan pada semakin sulitnya mempertahankan validitas 

asumsi-asumsi yang mendasari penerapannya dalam lingkungan platform ekonomi digital. 

Salah satu konsenkuensi paling nyata dari transformasi platform ekonomi digital adalah 

meningkatnya praktik pendaftaran merek yang dilakukan secara oportunistik melalui mekanisme 
trademark squatting (Chongsheng & Kaixuan, 2026) bad faith trademark registrastion, dan 

pendaftaran spekulatif terhadap merek yang memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga menuntut adanya 

penilaian yang subjektif (Davis & Zelechowski, 2023) misalnya melakukan verifikasi terhadap merek 

yang didaftarkan secara internasional jikalau secara regional tidak terdaftar. Sering dengan terbukanya 

akses pendaftaran secara elektronik, di mana pihak-pihak tertentu dengan sengaja mendaftarkan merek 

milik pelaku usaha lain. Khususnya merek yang belum terdaftar di suatu yurisdiksi tetapi telah dikenal 

luas diruang digital (Cariver & Sari, 2026). Fenomena ini secara langsung menggerus asumsi itikad 

tidak baik yang menjadi pondasi prinsip first to file, karena urutan pendaftaran tidak lagi mencerminkan 

pihak yang secara substantif berhak melainkan pihak yang cepat memanfaatkan cela administrasi 

(Hakim & Suherman, 2026). 

Lebih lanjut, meningkatnya praktik tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi hak yang 

bertumpu semata pada kecepatan pendaftaran menjadi rentan dimanipulasi dalam ekosistem digital 

yang serba cepat dan mudah diakses (Nathania, 2025). Ketika merek viral dan memperoleh reputasi 

komersial dalam waktu singkat melalui platform digital, jarak waktu antara munculnya reputasi suatu 

merek dengan pendaftaran formalnya justru menjadi ruang yang di eksploitasi oleh para seqatter. 

Dengan demikian, tantangan yang dihadapi bukanlah kegagalan prinsip first to file secara 

konseptual, tetapi ketidakmampuan asumsi normatif yang melandasinya untuk merespon dinamika 

perilaku dan struktur pasar digital yang telah berubah secara fundamental. Hal inilah yang menegaskan 

urgensi rekonstruksi penerapan teori hukum responsif, agar hukum tidak sekedar menjadi instrumen 

prosedural, melainkan mampu mengakomodasi nilai keadilan substantif diera disrupsi digital.  

2.4 Teori Hukum Responsif sebagai kerangka Rekonstruksi Penerapan Prinsip First To File 

Kesenjangan antara kepastian hukum prosedural dan perlindungan hukum yang substantif 

sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan utama tidak 

lagi terletak pada keberadaan prinsip first to file, melainkan pada cara penerapannya dalam menghadapi 

perubahan karakter masyarakat digital. Oleh karena itu, diperlukan suatu prespektif teoritis yang 

mampu memandang hukum sebagai instrumen yang adaptif terhadap perubahan sosial.  

Dalam ekonomi digital, identitas komersial dibangun melalui algoritma pencaharian, reputasi 

daring, marketpalce, media sosial dan interaksi lintas yurisdiksi. Akibatnya, nilai ekonomi suatu merek 

seringkali terbentuk jauh sebelum proses pendaftaran dilakukan. Sistem pendaftaran tetap menjadi 

fondasi kepastian hukum karena memberikan objektivitas, efisiensi administrasi, dan publikasi hak. 

Pendekatan yang semata-mata menutukberatkan pada urutan pendaftaran mengasumsikan bahwa pihak 

yang pertama mendaftar selalu merupakan pihak yang paling layak memperoleh perlindungan. Asumsi 

ini tidak selalu seusai dengan realitas perdagangan digital yang memungkinkan memunculkan praktik 

bad faith registrastion, pembajakan identitas digital, maupun eksploitasi reputasi yang dibangun oleh 

pihak lain. 

Sebagai kerangka analisis, teori hukum responsif Nonet dan Selznick menegaskan bahwa 

hukum yang baik tidak berhenti pada kepatuhan terhadap teks aturan, melainkan harus senantiasa diuji 

melalui empat ciri utama, yaitu penalaran yang berorientasi pada tujuan (purposive reasoning), 

keterbukaan terhadap fakta sosial, penggunaan diskresi yang terarah pada tujuan (purposive discretion), 
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dan legitimasi hukum yang diukur dari kemampuannya mewujudkan keadilan substantif (Nonet & 

Selznick, 2025). Keempat ciri tersebut bukan sekadar kategori deskriptif, melainkan juga tolok ukur 

normatif untuk menilai apakah suatu norma hukum, dalam hal ini prinsip first to file, masih layak 

dipertahankan sebagaimana adanya atau memerlukan penyesuaian dalam merespons perubahan struktur 

sosial dan ekonomi (Isa et al., 2021). Dengan demikian, penerapan teori hukum responsif dalam konteks 

ini tidak dimaksudkan untuk menggeser paradigma hukum otonom secara total, melainkan untuk 

menghadirkan mekanisme koreksi yang bekerja di dalam sistem first to file itu sendiri, sehingga 

kepastian hukum prosedural tetap terjaga tanpa mengorbankan keadilan substantif bagi pihak yang 

secara faktual memiliki keterkaitan sah dengan merek yang disengketakan (Sukmana, 2023). 

Titik rekonstruksi pertama yang dapat dirumuskan dari kerangka ini adalah penguatan itikad 

baik sebagai elemen substantif yang diperiksa secara aktif oleh pemeriksa merek pada tahap substantive 

examination, tidak semata-mata digantungkan pada mekanisme keberatan pihak ketiga maupun gugatan 

pembatalan pascapendaftaran (Savira et al., 2026). Praktik peradilan memperlihatkan bahwa 

pembatalan pendaftaran atas dasar itikad tidak baik pada umumnya baru dapat ditegakkan setelah 

melalui proses litigasi yang panjang, sehingga pihak yang dirugikan harus menanggung biaya dan waktu 

yang tidak sedikit sebelum haknya dipulihkan (Nino et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 
fungsi korektif hukum belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan pihak yang dirugikan, sebab 

koreksi baru hadir setelah kerugian nyata terjadi, bukan mencegahnya sejak tahap pemeriksaan 

administratif. Oleh karena itu, diskresi pemeriksa pada tahap substantif perlu diarahkan secara purposif 

untuk menelusuri indikasi itikad tidak baik, misalnya pendaftaran atas merek yang secara nyata meniru 

reputasi digital pihak lain, sebagaimana tercermin dalam sejumlah putusan yang menilai itikad tidak 

baik berdasarkan kombinasi antara persamaan merek dan pengetahuan pendaftar atas eksistensi merek 

terdahulu (Hakim & Suherman, 2026). 

Titik rekonstruksi kedua adalah pengakuan yang lebih kuat terhadap hak pemakai pertama 

(prior user) dan doktrin merek terkenal sebagai pengecualian yang inheren terhadap asas first to file, 

bukan sekadar pengecualian eksepsional yang sulit dibuktikan oleh pemiliknya. Studi perbandingan 

terhadap sistem pendaftaran merek di Malaysia memperlihatkan bahwa pengakuan penggunaan aktual 

(actual use) sebagai dasar perlindungan tidak serta-merta mengurangi kepastian hukum, melainkan 

justru memperkuatnya melalui mekanisme keberatan, pembatalan, dan gugatan passing off yang lebih 

responsif terhadap pemilik merek yang telah lebih dahulu membangun reputasi (Hendrawan & Anderse, 

2025). Perbandingan ini relevan bagi Indonesia, sebab kesenjangan antara das sein dan das sollen dalam 

perlindungan merek terkenal sebagian besar disebabkan oleh kakunya persyaratan pembuktian yang 

dibebankan kepada pemilik merek yang belum terdaftar, padahal reputasinya telah terbentuk melalui 

interaksi digital lintas yurisdiksi (Savira et al., 2026). Dengan demikian, keterbukaan terhadap fakta 

sosial yang digagas hukum responsif dapat diwujudkan melalui pengakuan bahwa reputasi digital yang 

terverifikasi merupakan kepentingan yang patut dilindungi, sekalipun belum dikonversi menjadi hak 

yang terdaftar secara formal. 

Titik rekonstruksi ketiga berkaitan dengan penyederhanaan dan percepatan mekanisme 

pembatalan pendaftaran yang terbukti dilandasi itikad tidak baik. Meningkatnya intensitas praktik 

trademark squatting dalam ekosistem ekonomi digital menuntut adanya pengaturan yang secara khusus 

merumuskan bentuk-bentuk pendaftaran oportunistik, termasuk memperjelas kriteria itikad tidak baik 

yang disesuaikan dengan pola perilaku digital, seperti pendaftaran massal atas nama merek-merek yang 

tengah viral pada suatu platform tertentu (Chongseng & Kaixuan, 2026). Kejelasan kriteria tersebut 

akan membantu pemeriksa maupun hakim menjalankan penalaran hukum yang berorientasi pada 

tujuan, alih-alih semata-mata memeriksa kesesuaian formal antara berkas permohonan dengan syarat 

administratif (Nathania, 2025). Penyederhanaan prosedur pembatalan ini sejalan dengan gagasan bahwa 

legitimasi hukum tidak boleh digantungkan semata pada kepatuhan prosedural, melainkan juga pada 

kemampuannya menghadirkan pemulihan yang cepat dan proporsional bagi pihak yang dirugikan. 

Titik rekonstruksi keempat menyangkut penafsiran hakim dan pemeriksa yang tidak lagi 

bertumpu secara kaku pada teks pasal, melainkan turut mempertimbangkan konteks pembentukan 

identitas komersial di ruang digital. Ketika identitas suatu merek terbentuk melalui interaksi lintas 

platform, termasuk pada ruang-ruang baru seperti aset digital dan lingkungan virtual, penilaian atas 

pihak yang secara substantif berhak atas suatu merek tidak dapat lagi disandarkan sepenuhnya pada 

urutan pendaftaran administratif semata (Jon & Park, 2025). Penalaran hukum yang purposif 

memungkinkan hakim menempatkan fakta pembentukan reputasi digital sebagai bagian dari 
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pertimbangan keadilan substantif, tanpa harus mengesampingkan fungsi first to file sebagai instrumen 

kepastian hukum (Dinwoodie, 2023). 

Dengan merangkai keempat titik rekonstruksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

hukum responsif tidak menghendaki penggantian prinsip first to file dengan sistem lain, melainkan 

menghadirkan mekanisme koreksi purposif yang bekerja pada tahap pemeriksaan substantif, pengakuan 

hak pemakai pertama, percepatan pembatalan pendaftaran yang beritikad tidak baik, dan penafsiran 

yudisial yang kontekstual. Prinsip first to file yang direkonstruksi secara responsif dengan demikian 

tetap mempertahankan fungsi normatifnya sebagai instrumen kepastian hukum, sekaligus memperoleh 

legitimasi tambahan melalui kemampuannya merespons dinamika pembentukan nilai ekonomi merek 

di era disrupsi digital (Nonet & Selznick, 2025). 

 

KESIMPULAN 

Prinsip first to file pada mulanya dibangun sebagai instrumen konstitutif yang menghadirkan 

kepastian hukum melalui mekanisme registrasi yang objektif, di mana legitimasi hak atas merek 

ditentukan oleh urutan pendaftaran, bukan semata-mata oleh penggunaan faktual. Kekuatan normatif 

prinsip ini terletak pada kesederhanaannya dalam menentukan siapa pemegang hak yang sah, sehingga 
mengurangi ketidakpastian dan potensi konflik kepemilikan. Namun demikian, kekuatan tersebut tidak 

bersifat mutlak, sebab keabsahannya bergantung pada terpenuhinya sejumlah asumsi normatif, yaitu 

bahwa pendaftar pertama bertindak dengan itikad baik dan bahwa sistem administrasi pendaftaran 

mampu melegitimasi hak secara memadai. Transformasi ekonomi digital memperlihatkan bahwa 

asumsi-asumsi tersebut semakin sulit dipertahankan secara utuh. Keterbukaan akses pendaftaran 

elektronik, kecepatan pembentukan reputasi merek melalui platform digital, serta meningkatnya praktik 

trademark squatting dan pendaftaran spekulatif menunjukkan bahwa urutan pendaftaran tidak lagi 

secara otomatis mencerminkan pihak yang secara substantif berhak atas suatu merek. Kesenjangan ini 

bukan menunjukkan kegagalan konsep first to file secara konseptual, melainkan ketidakmampuan 

asumsi normatif yang menopangnya untuk merespons dinamika masyarakat digital yang bergerak jauh 

lebih cepat dibandingkan proses legislasi maupun praktik administrasi pendaftaran. 

Teori hukum responsif Nonet dan Selznick menyediakan kerangka rekonstruksi yang 

memungkinkan prinsip first to file tetap dipertahankan tanpa mengorbankan keadilan substantif, melalui 

empat langkah yang saling berkaitan, yaitu penguatan itikad baik sebagai elemen substantif yang 

diperiksa secara aktif pada tahap pemeriksaan, pengakuan hak pemakai pertama dan doktrin merek 

terkenal sebagai pengecualian yang inheren terhadap asas pendaftaran, penyederhanaan serta 

percepatan mekanisme pembatalan pendaftaran yang terbukti dilandasi itikad tidak baik, dan penafsiran 

yudisial yang purposif terhadap konteks pembentukan identitas komersial di ruang digital. Keempat 

langkah tersebut menegaskan bahwa hukum yang responsif tidak berhenti pada kepatuhan prosedural, 

melainkan menempatkan tujuan perlindungan yang jujur dan pengakuan atas reputasi yang dibangun 

secara sah sebagai ukuran keberhasilan penerapan hukum. Dengan demikian, rekonstruksi penerapan 

first to file melalui pendekatan hukum responsif tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem 

pendaftaran yang telah berjalan, melainkan untuk menjembatani kesenjangan antara kepastian hukum 

prosedural dan keadilan substantif yang dituntut oleh ekosistem ekonomi digital. Pembaruan pedoman 

pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penguatan pengakuan terhadap 

hak pemakai pertama dan merek terkenal, penyederhanaan mekanisme pembatalan pendaftaran yang 

beritikad tidak baik, serta konsistensi penafsiran yudisial yang berorientasi pada tujuan merupakan 

langkah-langkah strategis yang diperlukan agar prinsip first to file tetap relevan sebagai instrumen 

perlindungan merek yang adil, akuntabel, dan responsif terhadap perubahan zaman. 
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